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MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 218 /PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 262/PMK.05/2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5)
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi
Dan Pelaporan Keuangan Pusat;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas laporan
keuangan Bendahara Umum Negara, perlu mengubah
beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi
Dan Pelaporan Keuangan Pusat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014
tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan

Pusat;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

215 /PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas

Peraturan Menteri Keuangan tentang Sistem Akuntansi

dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137 );
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014

tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 2046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
262/PMK.05/2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI DAN
PELAPORAN KEUANGAN PUSAT.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
262 /PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2046) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat

yang selanjutnya disebut SiAP adalah serangkaian
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prosedur manual maupun yang terkomputerisasi
mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan, dan operasi keuangan pada
Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut SABUN adalah serangkaian prosedur
manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari
pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran
sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan
operasi keuangan yang dilaksanakan oleh
Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara dan pengguna anggaran Bagian Anggaran
Bendahara Umum Negara.

Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disingkat BUN adalah pejabat yang diberi tugas
menjalankan fungsi Bendahara Umum Negara.
Kuasa BUN adalah Pejabat yang memperoleh
kewenangan untuk dan atas nama BUN
melaksanakan fungsi pengelolaan Rekening Kas
Umum Negara.

Direktorat ~ Jenderal = Perbendaharaan  yang
selanjutnya disingkat DJPBN adalah unit eselon I
pada Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan
dan standardisasi teknis di bidang
perbendaharaan negara.

Direktorat = Pengelolaan Kas  Negara  yang
selanjutnya disingkat Dit. PKN adalah unit eselon
II pada kantor pusat DJPBN yang berada dibawah
dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Wilayah DJPBN yang selanjutnya disingkat
Kanwil DJPBN adalah instansi vertikal DJPBN yang
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11.

12.

13.

14.

15.

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi
vertikal DJPBN yang memperoleh kuasa dari BUN
untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.
Rekening Kuasa BUN Daerah adalah rekening
milik BUN pada bank/pos mitra KPPN selaku
Kuasa BUN di Daerah.

Rekening Kuasa BUN Pusat adalah rekening milik
BUN pada bank mitra Dit. PKN selaku Kuasa BUN

Pusat.
Laporan Keuangan adalah bentuk
pertanggungjawaban pemerintah atas

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara berupa laporan realisasi anggaran,
neraca, laporan arus kas, laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan
Saldo Anggaran Lebih, dan Catatan atas Laporan
Keuangan.

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK
adalah laporan yang menyajikan informasi arus
masuk dan keluar kas selama periode tertentu
yang diklasifikasikan berdasarkan  aktivitas
operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya
disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi
posisi keuangan pemerintah yaitu aset, utang,
dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya
disebut CaLK adalah laporan yang menyajikan
informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan

dalam laporan realisasi anggaran, neraca,
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18.

19.

20.

laporan arus kas, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, dan laporan perubahan Saldo
Anggaran Lebih dalam rangka pengungkapan
yang memadali.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BUN
yang selanjutnya disebut UABUN adalah unit
akuntansi pada Kementerian Keuangan yang
melakukan koordinasi dan pembinaan atas
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat unit
akuntansi dan pelaporan keuangan pembantu
BUN dan sekaligus melakukan penggabungan
Laporan Keuangan seluruh unit akuntansi dan
pelaporan keuangan pembantu BUN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
BUN Tingkat KPPN yang selanjutnya disebut
UAKBUN-Daerah adalah unit akuntansi Kuasa
BUN yang melakukan kegiatan akuntansi dan
pelaporan keuangan tingkat KPPN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Koordinator Kuasa BUN Tingkat Kantor Wilayah
yang selanjutnya disebut UAKKBUN-Kanwil
adalah unit akuntansi yang melakukan
koordinasi dan pembinaan atas kegiatan
akuntansi dan pelaporan keuangan tingkat
Kuasa BUN Daerah/KPPN dan  sekaligus
melakukan penggabungan Laporan Keuangan
seluruh Kuasa BUN Daerah/KPPN.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa
BUN Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut
UAKBUN-Pusat adalah wunit akuntansi yang
melakukan kegiatan akuntansi dan pelaporan
keuangan tingkat Kuasa BUN Pusat.

Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu BUN yang selanjutnya disebut UAPBUN
adalah unit akuntansi pada wunit eselon I
Kementerian Keuangan yang melakukan

koordinasi dan pembinaan atas akuntansi dan
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pelaporan  keuangan sekaligus melakukan
penggabungan laporan keuangan tingkat unit
akuntansi dan pelaporan keuangan di bawahnya.

21. Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pembantu BUN Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat yang selanjutnya disebut
UAPBUN AP adalah unit akuntansi pada unit
eselon I Kementerian Keuangan yang meiakukan
penggabungan Laporan Keuangan UAKBUN-Daerah,
UAKBUN-Pusat, dan UAKKBUN-Kanwil.

22. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data
transaksi keuangan yang diproses dengan
beberapa sistem/subsistem yang berbeda
berdasarkan Dokumen Sumber yang sama.

23. Aparat Pengawas Intern  Pemerintah  yang
selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat
Jenderal/ Inspektorat Umum/Inspektorat atau
nama lain yang secara fungsional melaksanakan
pengawasan intern yang bertanggung jawab

langsung kepada menteri/ pimpinan lembaga.

Ketentuan ayat (6) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) S1AP merupakan subsistem dari SABUN.

(2) Dalam rangka pelaksanaan SiAP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibentuk unit akuntansi
yang terdiri atas:

a. KPPN selaku UAKBUN-Daerah, kecuali KPPN
Khusus Investasi;

b. Kanwil DJUPBN selaku UAKKBUN-Kanwil,

c. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat; dan

d. DJPBN c.q. Dit. PKN selaku UAPBUN AP.

(3) Penanggung jawab unit akuntansi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

a. Penanggung jawab UAKBUN-Daerah adalah
Kepala KPPN;
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b. Penanggung jawab UAKKBUN-Kanwil adalah
Kepala Kanwil DJPBN;

c. Penanggung jawab UAKBUN-Pusat adalah
Direktur PKN; dan

d. Penanggung jawab UAPBUN AP adalah
Direktur Jenderal Perbendaharaan.

(4) SiAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka penyusunan dan
penyampaian Laporan Keuangan Kuasa BUN
dengan menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.

(5) Sistem aplikasi terintegrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) merupakan sistem
aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses
yang terkait dengan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai
dari proses penganggaran, pelaksanaan, dan
pelaporan pada BUN dan Kementerian
Negara/Lembaga.

(6) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) terdiri atas:

a Neraca;
b. LAK;

c. LPE; dan
d. CaLkK.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 3
(1) UAKBUN-Daerah memproses data transaksi:

a. penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui
rekening Kuasa BUN Daerah;

b. penerimaan dan pengeluaran yang tidak
melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi
menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku harus mendapatkan pengesahan dari

KPPN;
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c. penerimaan dan pengeluaran yang terdapat
pada SPM dengan potongan; dan

d. penerimaan dan pengeluaran yang tidak
melalui rekening Kuasa BUN Daerah tetapi
mempengaruhi Neraca UAKBUN-Daerah.

(2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:

a. pendapatan dan belanja pada Badan Layanan
Umum (BLU);

b. pendapatan dan belanja yang bersumher dari
hibah langsung dalam bentuk uang pada
Kementerian Negara/Lembaga,;

c. pendapatan/penerimaan  pembiayaan  dan
belanja yang bersumber dari hibah atau
pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak
pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri
tidak disalurkan melalui rekening milik BUN
tetapi langsung digunakan untuk mendanai
pengeluaran entitas; dan/atau

d. penerimaan dan pengeluaran lainnya yang
menurut ketentuan harus mendapat
pengesahan dari KPPN.

(3) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ meliputi:

a. penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan
potongan yang pembayaran atas SPM tersebut
melalui rekening Kuasa BUN Daerah; dan

b. penerimaan dan pengeluaran pada SPM yang
jumlah potongannya menyebabkan jumlah
yang harus dibayarkan nihil.

(4) Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. Pendapatan;

b. Belanja;

Transfer ke daerah dan dana desa;

2

2.

Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
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e. Penerimaan dan pengeluaran transitoris;

dan/atau

f.  Pengembalian.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 4

(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dicatat secara
bruto sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen
sumber pada saat:

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Daerah;

b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Daerah;

c. Pengesahan  transaksi  penerimaan dan
pengeluaran oleh KPPN;

d. Terbit SP2D untuk SPM dengan potongan yang
jumlah pembayarannya nihil;

e. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat,
untuk pengeluaran yang melalui rekening
Kuasa BUN Pusat tetapi mempengaruhi Neraca
UAKBUN-Daerah; atau

f.  Kas masuk ke rekening Kuasa BUN Pusat atau
Kuasa BUN Daerah lainnya, untuk penerimaan
yang tidak melalui rekening Kuasa BUN Daerah
bersangkutan tetapi mempengaruhi Neraca
UAKBUN-Daerah.

(2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas
yang timbul akibat transaksi penerimaan dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Daerah.

(3) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat §2) tidak
termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN
Daerah terhadap Neraca UAKBUN-Pusat atau
UAKBUN-Daerah lainnya.
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Ketentuan ayat (3) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5

(1) UAKBUN-Daerah menyusun Laporan Keuangan
tingkat UAKBUN-Daerah berdasarkan pemrosesan
data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 dan Pasal 4.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disusun setelah dilakukan rekonsiliasi.

(3) Laporan  Keuangan  tingkat UAKBUN-Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Neraca;

b. LAK;
c. LPE; dan
d. CalLK.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi
dalam rangka penyusunan laporan keuangan
lingkup bendahara umum negara dan kementerian

negara/lembaga.

Ketentuan ayat (3) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) UAKKBUN-Kanwil menyusun Laporan Keuangan
tingkat UAKKBUN-Kanwil berdasarkan  hasil
pemrosesan data gabungan dan Laporan Keuangan
tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya.

(2) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
setelah dilakukan rekonsiliasi.

(3) Laporan Keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Neraca;
b. LAK
c. LPE; dan
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d. CaLlkK.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi
dalam rangka penyusunan ‘' laporan keuangan
lingkup bendahara umum negara dan kementerian

negara/lembaga.

7. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 9
(1) Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan,
UAKBUN-Pusat memproses data transaksi:
a. Penerimaan dan pengeluaran kas melalui
rekening Kuasa BUN Pusat; dan
b. Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan
potongan yang pembayaran atas SPM tersebut
melalui rekening Kuasa BUN Pusat.
(2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pendapatan;
b. Belanja;
c. Transfer ke daerah dan dana desa;
d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;
e. Penerimaan dan pengeluaran transitoris;
dan/atau

f.  Pengembalian.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada
UAKBUN-Pusat dicatat secara bruto sebesar nilai
yang tercantum dalam dokumen sumber pada saat:
a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat;
atau
b. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat.
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(2) Pengaruh terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas
yang timbul akibat transaksi penerimann dan
pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disajikan di dalam Neraca UAKBUN-Pusat.

(3) Penyajian dalam Neraca UAKBUN-Pusat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
termasuk pengaruh transaksi penerimaan dan
pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN

Pusat terhadap Neraca UAKBUN-Daerah.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 11

(1) UAKBUN-Pusat menyusun Laporan Keuangan
tingkat UAKBUN-Pusat berdasarkan pemrosesan
data transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 dan Pasal 10.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri atas:

a. Neraca;

b. LAK;
LPE; dan
d. CalkK.

Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 13

(1) UAPBUN AP menyusun Laporan Keuangan tingkat
UAPBUN AP berdasarkan data gabungan dan
Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah,
UAKKBUN-Kanwil, dan UAKBUN-Pusat.

(2) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
setelah dilakukan rekonsiliasi.

(3) Laporan Keuangan tingkat UAPBUN AP

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
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a. Neraca;

b. LAK;
c. LPE; dan
d. CaLK.

(4) Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan mengenai pedoman rekonsiliasi
dalam rangka penyusunan laporan keuangan
lingkup bendahara umum negara dan kementerian
negara/lembaga.

(5) Dalam hal:

a. UAKBUN-Daerah belum dapat menyusun LPE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal S ayat (3)
huruf c;

b. UAKBUN-Kanwil belum dapat menyusun LPE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3)
huruf c; dan/atau

c. UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)
huruf c; -

LPE disusun oleh UAPBUN-AP.

11. Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor
262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi Dan
Pelaporan Keuangan Pusat sehingga menjadi
sebagaimana tercantum dalam = Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Menteri ini.

Pasal II
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 2140

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

P \u b.

Kepala Bagian T.U J{ementerian

ARIF BINTARTO YUWON
NIP-197109121997031001
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LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 218/PMK.05/2016

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 262/PMK.05/2014 TENTANG
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT

MODUL SISTEM AKUNTANSI
DAN PELAPORAN KEUANGAN PUSAT
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BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP)
mengatur bahwa dalam rangka penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), SAPP dibagi menjadi 2 (dua) subsistem yaitu:

1. Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang dilaksanakan oleh Kementerian
Negara/Lembaga untuk menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LK K/L); dan

2. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SABUN) yang dilaksanakan
oleh Menteri Keuangan selaku BUN untuk menyusun dan menyajikan
Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Selanjutnya melalui SAPP dilakukan proses konsolidasi LK K/L dan
LK BUN menjadi LKPP.

UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan
bahwa Menteri Keuangan selaku BUN memiliki beberapa kewenangan
seperti melakukan pembayaran, menatausahakan penerimaan dan
pengeluaran negara, menyimpan uang negara, mengelola pinjaman,
menatausahakan investasi, dan lain-lain. Mengingat beragamnya
kewenangan dan fungsi Menteri Keuangan selaku BUN, SABUN dibagi ke

dalam beberapa subsistem yaitu:

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah (SAUP);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah (SIKUBAH);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah (SAIP);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Penerusan

Pinjaman (SAPPP);

6. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (SATD);

7. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi (SABS);

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Lainnya (SABL);

9. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus (SATK);
dan

10. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan

Badan Lainnya (SAPBL).

SIS S

=

Pasal 55 ayat (2) huruf ¢ UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku BUN
menyusun Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat. PP 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan pada Paragraf 13 dan 14 PSAP O3 tentang
Laporan Arus Kas menyatakan bahwa Entitas Pelaporan yang wajib
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menyusun dan menyajikan Laporan Arus Kas adalah unit organisasi yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum. Unit organisasi yang
mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan
sebagai bendaharawan umum  negara/daerah  dan/atau  kuasa
bendaharawan umum negara/daerah.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan dimaksud, Menteri Keuangan
selaku BUN menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat (SiAP). SiAP merupakan serangkaian prosedur manual maupun
yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan, dan operasi
keuangan pada Kementerian Keuangan selaku BUN. SiAP dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa BUN.

SiAP memproses transaksi keuangan terkait pelaksanaan
kewenangan pengelolaan dan penatausahan penerimaan dan pengeluaran
kas negara pada Kuasa BUN dengan menggunakan sistem aplikasi
terintegrasi. SiAP melakukan proses akuntansi atas aset, kewajiban,
ekuitas, pendapatan, belanja, transfer ke daerah dan dana desa,
penerimaan dan pengeluaran pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran
transitoris, serta pengembalian dalam rangka penyusunan laporan
pertanggungjawaban Kuasa BUN berupa Neraca, LAK, LPE, dan CaLK. SiAP
juga dapat menghasilkan laporan keuangan lainnya untuk kebutuhan
manajerial seperti rekonsiliasi, monitoring penyerapan, dan kebutuhan
manajerial lainnya.

Pasal 8 ayat (5) Peraturan Menteri Keuangan Nomor
213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai SiAP
diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Berdasarkan hal-hal tersebut
di atas, untuk memberikan pedoman pelaksanaan SiAP pada setiap unit
akuntansi pada Kuasa BUN, disusun Peraturan Menteri Keuangan tentang
SiAP. Dalam rangka memberikan penjelasan lebih rinci tentang
pelaksanaan SiAP, perlu disusun Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Menteri Keuangan ini.

B. TUJUAN

Tujuan penyusunan Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat adalah untuk memberikan pedoman dalam
menyelenggarakan akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN mulai
dari tingkat KPPN selaku UAKBUN-Daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
selaku UAKKBUN-Kanwil, Direktorat Pengelolaan Kas Negara selaku
UAKBUN-Pusat, dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku UAPBUN

AP.
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C. SISTEMATIKA

Modul SiAP disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Umum, Tujuan, dan Sistematika

BAB II UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Meliputi Penjelasan Unit Akuntansi dalam SiAP, yang terdiri
atas UAKBUN-Pusat, UAKBUN-Kanwil, UAKBUN-Pusat, dan

UAPBUN AP.

BAB III AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Meliputi Dokumen Sumber; Kebijakan Akuntansi, Jurnal
Standar, Unsur-unsur laporan Keuangan, Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah, Tingkat
UAKKBUN-Kanwil, Tingkat UAKBUN-Pusat, dan Tingkat

UAPBUN AP.

BAB IV ILUSTRASI JURNAL STANDAR PADA KUASA BUN

Meliputi Jurnal Saldo Awal, Jurnal Realisasi, Jurnal Standar
Transitoris, Jurnal Standar Pengembalian, dan Jurnal Penutup

BAB V LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN

Meliputi Sistematika Penyusunan Laporan Keuangan dan
Contoh Format Laporan Keuangan Kuasa BUN serta Pernyataan

Tanggung Jawab.

BAB VI PENUTUP
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BAB II

UNIT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Menteri Keuangan selaku BUN menunjuk Kuasa BUN untuk
melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran
dalam wilayah kerja yang telah ditetapkan. Tugas kebendaharaan dimaksud
meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga
yang berada dalam pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara
melaksanakan penerimaan dan pengeluaran Kas Negara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku. Kuasa Bendahara Umum Negara melakukan
pembayaran tagihan pihak ketiga sebagai pengeluaran anggaran berdasarkan
perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran. Atas kegiatan dimaksud
Bendahara Umum Negara wajib menyusun dan menyampaikan laporan
pertangungjawaban dalam bentuk laporan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan tersebut di
atas, Menteri Keuangan menunjuk Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku
Kuasa BUN. Fungsi Kuasa BUN pada Ditjen Perbendaraan dilaksanakan oleh
Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa BUN Pusat dan
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Kuasa BUN di
Daerah. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya selaku Kuasa BUN di Daerah,
KPPN berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kanwil Ditjen
Perbendaraan kecuali KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah dan KPPN Khusus
Penerimaan. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah serta KPPN Khusus
Penerimaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur PKN.
Selanjutnya Direktur PKN dan Kepala Kanwil Direktur Jenderal
Perbendaharaan  mempertanggungjawabkan  pelaksanaan  tugas-tugas
kebendaharaan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan. Tidak termasuk
lingkup Kuasa BUN adalah KPPN Khusus Investasi yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI).

Mengacu pada struktur tugas dan tanggungjawab Kuasa BUN tersebut
di atas, dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pusat
(SiAP) dibentuk unit akuntansi dan pelaporan keuangan sebagai berikut:

a. KPPN selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara
Umum Negara-Daerah (UAKBUN-Daerah) kecuali KPPN Khusus Investasi.
Penanggungjawab UAKBUN-Daerah adalah Kepala KPPN;

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPBN)
selaku Unit Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Koordinator Kuasa
Bendahara Umum Negara-Kanwil (UAKKBUN-Kanwil). Penanggungjawab
UAKKBUN-Kanwil adalah Kepala Kanwil DJPBN;

c. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (Dit. PKN) selaku Unit Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Kuasa Bendahara Umum Negara-Pusat (UAKBUN-
Pusat). Penanggungjawab UAKBUN-Pusat adalah Direktur PKN; dan
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d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN) selaku Unit Akuntansi
Pembantu Bendahara Umum Negara-Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pusat (UAPBUN AP) yang dilaksanakan oleh Dit. PKN. Penanggung jawab
UAPBUN AP adalah Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) merupakan
salah satu subsistem dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
(SA BUN). Hubungan antara SABUN dengan SiAP dapat diilustrasikan pada
Gambaran Umum Kedudukan SiAP dalam SABUN.

Gambaran Umum Kedudukan SiAP dalam SABUN

SA-BUN

T T T T T T T T 1

o o ) o e o e

Gambaran Umum Ruang Lingkup SiAP

UAPBUN AP
(DIPBN cq. Dit. PKN]

UAKKBUN-Kanwil

{Kanwil BIPBN)
UAKBUMN-Daerzh UAKBUN-Caerah : _ _ UAKBUN. SRUBe N
{KPPM Khusus {KPPN Khusus UAKB' UN-Pusat
Pinjaman & Penerimaant {Dit. PKN) Baerah Daerah
Hibah) o (KPPN) (KPPN)

1. KPPN selaku UAKBUN-Daerah

KPPN adalah instansi vertikal dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Kanwil Ditjen PBN yang bertugas memberikan pelayanan
kepada mitra kerja yang berada di wilayahnya. KPPN mempunyai tugas
melaksanakan sebagian kewenangan perbendaharaan dan Kuasa BUN
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yaitu menyalurkan dana atas beban anggaran dan melakukan
penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari
kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk melaksanakan tugas tersebut KPPN memproses transaksi
penerimaan dan pengeluaran, baik transaksi anggaran maupun

transaksi transitoris.

Terdapat 3 (tiga) jenis KPPN yang melakukan transaksi khusus,
yaitu:

a. KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah,;
b. KPPN Khusus Penerimaan; dan
c. KPPN Khusus Investasi.

KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah mempunyai tugas melaksanakan penyaluran
pembiayaan atas beban anggaran yang sumber dananya berasal dari
pinjaman dan hibah (kecuali hibah langsung tunai dalam rupiah dan
hibah langsung Barang/Jasa/Surat berharga) serta penatausahaan
penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

KPPN Khusus Penerimaan merupakan instansi vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Pengelolaan Kas Negara. KPPN Khusus Penerimaan
mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan,
dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan
penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

KPPN Khusus Investasi adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur Sistem Manajemen Investasi. KPPN Investasi mempunyai tugas
melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran
dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan
perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit
program, dan investasi lainnya. KPPN Khusus Investasi bukan merupakan
UAKBUN-Daerah.

KPPN selaku UAKBUN-Daerah mempunyai tugas antara lain
melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi, dan penyusunan laporan
keuangan tingkat UAKBUN-Daerah untuk disampaikan ke UAKKBUN-
Kanwil, kecuali laporan keuangan KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah
serta laporan keuangan KPPN Khusus Penerimaan disampaikan bukan ke
UAKKBUN-Kanwil tetapi ke UAPBUN AP.
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2. Kanwil DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil

Kanwil DJPBN adalah Kantor vertikal Ditjen PBN yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Dirjen Perbendaharaan. Kanwil
Ditjen PBN mempunyai tugas antara lain pembinaan dan pelaksanaan
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di wilayahnya. Kanwil
DJPBN selaku UAKKBUN-Kanwil menggabungkan data dan laporan
keuangan tingkat UAKBUN-Daerah yang berada dalam wilayah kerjanya,
melakukan rekonsiliasi, dan menyusun laporan keuangan tingkat
UAKKBUN-Kanwil untuk disampaikan ke UAPBUN AP.

3. Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat

Dit. PKN adalah Unit Organisasi Eselon II pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
Selaku UAKBUN-Pusat, Dit. PKN melakukan proses akuntansi, rekonsiliasi
dan penyusunan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat untuk

disampaikan ke UAPBUN AP.

4. DJPBN cq. Dit. PKN selaku UAPBUN AP

DJPBN adalah unit eselon I pada Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. Fungsi DJPBN
selaku UAPBUN AP dilaksanakan oleh Dit. PKN. UAPBUN AP melakukan
rekonsiliasi dan konsolidasi data dan laporan keuangan dari UAKKBUN-
Kanwil, KPPN Khusus Penerimaan, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, dan
UAKBUN-Pusat dalam rangka menyusun laporan keuangan tingkat
UAPBUN AP untuk disampaikan ke UABUN.
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BAB III
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

A. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang diproses oleh unit akuntansi pada SiAP antara
lain:
1. Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D); _
2. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL)/Surat
Pengesahan Hibah Langsung (SPHL);
3. Surat Perintah  Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung
(SP4HL)/Surat Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung (SP3HL);
Notice of Disbursment (NoD);
Surat Perintah Pengesahan Pembukuan (SP3);
Surat Perintah Pembukuan Penarikan PHLN (SP4HLN);
Warkat Pembebanan Rekening (WPR);
Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B
BLU)/Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP2B BLU);
9. Surat Setoran Pajak (SSP);
10. Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP);
11. Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB);

S

12. Surat Setoran Bea dan Cukai (SSBC);

13. Bilyet Giro;

14. Nota Debet, Surat Perintah Transfer (SPT), Nota Kredit, dan Rekening
Koran;

15. Memo Penyesuaian; dan

16. Dokumen sumber lainnya yang sah.

B. Kebijakan Akuntansi

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan
oleh Kuasa BUN meliputi:

Pendapatan;

Belanja;

Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

Penerimaan dan pengeluaran transitoris; dan

S R

Pengembalian.

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, pengakuan dan
pengukuran transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN
dilaksanakan sebagai berikut:
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. Pendapatan dan pengembalian belanja diakui pada saat:

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat/ Daerah sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan;

b. Pengesahan, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam dokumen
sumber pengesahan; atau

c. Terbit SP2D untuk penerimaan pendapatan melalui potongan SPM,
sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.

. Belanja, transfer ke daerah dan dana desa, dan pengembalian

pendapatan diakui pada saat:

a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran,

b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan; atau

c. Terbit SP2D untuk pengeluaran melalui SPM dengan jumlah
pembayaran nihil, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM.

. Penerimaan pembiayaan dan pengembalian pengeluaran pembiayaan

diakui pada saat:

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan, atau

b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam SP3.

. Pengeluaran pembiayaan dan pengembalian penerimaan pembiayaan

diakui pada saat:

a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran; atau

b. Pengesahan oleh Kuasa BUN Daerah, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam dokumen sumber pengesahan.

. Penerimaan Transitoris dan Pengembalian Pengeluaran Transitoris

diakui pada saat:

a. Kas diterima di rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber penerimaan; atau

b. Terbit SP2D untuk penerimaan Transito dan Pengembalian
Pengeluaran Transito melalui potongan SPM, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam SPM.

. Pengeluaran Tansitoris dan Pengembalian Penerimaan Transitoris

diakui pada saat:

a. Kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat/Daerah, sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber pengeluaran, atau

b. Terbit SP2D untuk pengeluaran transitoris melalui SPM dengan
potongan yang jumlah pembayarannya nihil, sebesar nilai bruto yang
tercantum di dalam SPM.
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Aset, kewajiban, dan ekuitas yang timbul akibat transaksi
penerimaan dan pengeluaran tersebut dicatat dan disajikan di dalam
Neraca. Neraca terutama menggambarkan posisi kas pada tanggal
pelaporan seperti Kas di BI, Kas di KPPN, Kas Dalam Transito, Kas di
Bendahara Pengeluaran, Kas pada BLU, dan lain-lain. Sedangkan
kewajiban yang disajikan di Neraca pada umumnya terkait dengan
penerimaan kas di rekening Kuasa BUN tetapi melekat kewajiban kepada
pihak ketiga seperti penerimaan dana retur SP2D.

Retur SP2D terjadi akibat kesalahan data perbankan (misalnya
kesalahan nomor dan nama pemiliki rekening tujuan) sehingga oleh bank
penerima dana SP2D tersebut dikembalikan ke rekening Bank Operasional
dan ditampung di dalam rekening retur. Pada saat diterimanya dana retur
SP2D di rekening retur dicatat oleh Kuasa BUN dengan mendebet Kas dan
mengkredit Penerimaan Transitoris sebesar jumlah kas yang diterima di
rekening retur berdasarkan Nota Kredit/Rekening Koran. Selanjutnya,
Penerimaan Transitoris dari penerimaan dana retur SP2D ditutup menjadi
Utang kepada Pihak Ketiga. Penerimaan Transitoris disajikan di dalam LAK
Kuasa BUN pemilik rekening retur. Kas di rekening retur disajikan di
dalam Neraca pemilik rekening retur. Sedangkan Utang Kepada Pihak
Ketiga disajikan di dalam Neraca KPPN mitra kerja satker penerbit SPM.

Atas dana retur SP2D dapat dilakukan pembayaran kembali ke
rekening penerima berdasarkan permintaan Satker dan SPM/SP2D Retur
atau disetor ke Kas Negara. Pengeluaran kas dari rekening retur dicatat
sebagai Pengeluaran Transitoris dengan mendebet Pengeluaran Transitoris
dan mengkredit Kas sebesar jumlah kas yang didebet dari rekening retur
berdasarkan Nota Debet/Rekening Koran. Pengeluaran Transitoris
disajikan di dalam LAK Kuasa BUN pemilik rekening retur. Selanjutnya
Pengeluaran Transitoris ditutup sebagai pengurang saldo Utang kepada
Pihak Ketiga di Neraca KPPN mitra.

Atas dana retur SP2D yang tidak akan dimintakan kembali oleh KPA
dapat disetor ke Kas Negara dan dicatat sebagai:

a. Pengurang realisasi belanja TAB, jika penyetoran dilakukan atas retur
dan SP2D untuk retur SP2D belanja tahun anggaran berjalan; atau

b. Penerimaan kembali pengembalian belanja TAYL, jika penyetoran
dilakukan atas retur dan SP2D belanja tahun anggaran yang lalu.

Kuasa BUN menyajikan pengurangan realisasi belanja dan penerimaan
kembali belanja TAYL di dalam LAK Kuasa BUN Pemilik Rekening dan
pengurangan kas di rekening retur dan penambahan kas di rekening
bank/pos Persepsi serta pengurangan Utang Pihak Ketiga di dalam Neraca

KPPN mitra.

Kebijakan akuntansi yang berbeda dapat diterapkan dalam rangka
penyusunan laporan lainnya untuk tujuan manajerial.
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C. Jurnal Standar

Proses akuntansi dan pelaporan keuangan pada SiAP dimulai
dengan pencatatan transaksi/kejadian ekonomi dalam bentuk jurnal
akuntansi. Tata cara pembuatan jurnal pada SiAP dilaksanakan sesuai
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Jurnal Standar
Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Selanjutnya secara
kronologis dan sistematis jurnal dilakukan posting ke dalam buku besar.
Berdasarkan saldo pada masing-masing perkiraan dalam buku besar,
Kuasa BUN menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

D. Unsur-unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan yang disusun dan disajikan oleh Kuasa BUN
paling sedikit terdiri dari:

1. Neraca

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap aset,
kewajiban, dan ekuitas.

Aset, kewajiban, dan ekuitas yang disajikan di dalam Neraca
merupakan dampak dari data transaksi penerimaan dan pengeluaran
yang diproses oleh Kuasa BUN. Neraca berbeda dengan Neraca K/L
yang dapat menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas walaupun
transaksi penerimaan dan pengeluarannya belum terjadi.

Neraca tidak menyajikan aset dan kewajiban yang merupakan
kewenangan pengguna anggaran seperti kas di bendahara penerimaan,
piutang pajak, piutang PNBP, persediaan, investasi jangka panjang,
aset tetap, aset lainnya, kewajiban jangka pendek di pengguna
anggaran, dan kewajiban jangka panjang.

2. Laporan Arus Kas (LAK)

LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas
transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan
yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan
dari Kuasa BUN seperti:

a. Pendapatan dan belanja pada BLU;

b. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung dalam
bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga; dan

c. Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber
dari hibah atau pinjaman luar negeri/dalam negeri yang oleh pihak
pemberi pinjaman dan hibah luar negeri/dalam negeri tidak
disalurkan melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan
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untuk mendanai belanja entitas kepada rekanan yang ditunjuk.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu
periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh

dari:

a. Pendapatan Perpajakan;

b. Pendapatan Negara Bukan Pajak; dan

c. Pendapatan Hibah.

Sedangkan arus keluar dari aktivitas operasi terutama digunakan
untuk:

a. Belanja Pegawai,

o

Belanja Barang;

Belanja Bunga;

o o

Belanja Subsidi;
Belanja Hibah;
Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Lain-lain; dan

om0

. Transfer Daerah dan Dana Desa.

Aktivitas Investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta
investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas dari

aktivitas investasi antara lain terdiri dari:

a. Penjualan Aset Tetap;

b. Penjualan Aset Lainnya;

c. Penerimaan dari Investasi; dan

d. Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas.
Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas investasi antara lain terdiri
dari:

a. Perolehan Aset Tetap;

b. Perolehan Aset Lainnya,;

c. Penyertaan Modal Pemerintah; dan

d. Pembelian investasi dalam bentuk sekuritas.

Aktivitas Pendanaan adalah  aktivitas penerimaan dan
pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka
panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang
mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka
panjang dan utang jangka panjang. Arus masuk kas dari aktivitas
pendanaan antara lain:

a. Penerimaan pembiayaan dalam negeri;
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b. Penerimaan pembiayaan luar negeri; dan
c. Penerimaan pengembalian penerusan pinjaman.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

a. Pengeluaran pembiayaan dalam negeri;
d. Pengeluaran pembiayaan luar negeri; dan
e. Penerusan pinjaman.

Aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran
kas tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan
pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris antara lain:

a. Penerimaan PFK;
b. Penerimaan kiriman uang;
c. Penerimaan transito pihak ketiga; dan

d. Penerimaan kembali uang persediaan/tambahan uang persediaan
dari Bendahara Pengeluaran.

Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas transitoris antara lain:

a. Pengeluaran PFK;
b. Pengeluaran kiriman uang;
c. Pengeluaran transito pihak ketiga; dan

d. Pemberian uang persediaan/tambahan uang persediaan kepada
Bendahara Pengeluaran.

. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan keuangan yang yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LPE tersebut sekurang-

kurangnya menyajikan pos-pos:
1) Ekuitas awal;

2) Koreksi-koreksi yang langsung menambah/ mengurangi ekuitas;
3) Transaksi antar entitas; dan

4) Ekuitas Akhir.

. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK, Neraca,
dan LPE dalam rangka pengungkapan yang memadai. CalLK juga
menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
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E. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Daerah

1. Proses Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan

KPPN selaku UAKBUN-Daerah menyusun laporan
pertanggungjawaban atas kegiatan penyaluran dana atas beban
anggaran serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran
melalui rekening milik BUN pada Kuasa BUN di Daerah. Kegiatan
penyaluran dana atas beban anggaran dilaksanakan dengan
menerbitkan SP2D atas SPM yang diajukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran. SP2D juga dapat diterbitkan untuk penyaluran dana yang
tidak membebani anggaran (SPM Non Anggaran) seperti penyaluran
dana PFK. Sedangkan transaksi penerimaan dilaksanakan melalui
beberapa cara seperti penyetoran oleh wajib setor ke bank/pos
persepsi mitra KPPN menggunakan surat setoran, setoran secara
elektronis melalui layanan MPN-G2, atau potongan SPM.

Jenis dari transaksi-transaksi yang diproses data transaksinya
oleh UAKBUN-Daerah tersebut dapat berupa pendapatan, belanja,
transfer ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan, penerimaan dan pengeluaran transitoris, dan/atau
pengembalian.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN dapat
dilaksanakan melalui rekening milik BUN di Daerah atau rekening
milik BUN Pusat dan bahkan tidak melalui rekening milik BUN. Dalam
rangka penyusunan LAK, Neraca, dan LPE, KPPN selaku UAKBUN-
Daerah melakukan proses akuntansi atas transaksi:

a. Penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN
Daerah.

Transaksi ini meliputi transaksi penerimaan yang diterima di
rekening Kuasa BUN Daerah dan pengeluaran yang keluar dari
rekening Kuasa BUN Daerah.

Transaksi pengeluaran melaui rekening Kuasa BUN Daerah

antara lain:
1) Penyaluran dana SP2D Belanja dan pengeluaran pembiayaan
melalui Rekening Pengeluaran Bank Indonesia;

2) Penyaluran dana SP2D Belanja Pegawai melalui BO II/Pos
Pengeluaran,

3) Penyaluran dana SP2D Transfer DBH melalui BO III;

4) Penyaluran dana retur dana SP2D pada rekening retur pada BO II,
BO III, dan/atau Pos Pengeluaran mitra KPPN; dan/atau

5) Pengeluaran kiriman uang/pemindahbukuan dana ke rekening
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya.

Transaksi penerimaan melalui rekening Kuasa BUN Daerah
antara lain:
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1) Setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan
transitoris melalui bank/pos persepsi mitra KPPN menggunakan
surat setoran yang belum melalui layanan MPN G2;

2) Setoran pendapatan, pengembalian belanja, atau penerimaan
transitoris secara elektronis melalui layanan MPN-G2;

3) Penerimaan dana retur dana SP2D di rekening retur pada BO II,
BO III, dan/atau Pos Pengeluaran mitra KPPN; dan

4) Penerimaan kiriman uang/pemindahbukuan dana dari rekening
Kuasa BUN Pusat dan/atau Kuasa BUN Daerah lainnya.

. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN
di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN.

Sesuai ketentuan yang berlaku, terdapat transaksi penerimaan
yang diperoleh oleh Kementerian Negara/Lembaga yang dapat secara
langsung digunakan sebagai pengeluaran untuk mendukung tugas
dan fungsi K/L atau untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat tanpa melalui rekening Kuasa BUN di Daerah.
Selanjutnya atas penerimaan dan pengeluaran tersebut dilakukan
pengesahan oleh KPPN.

Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa
BUN di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN antara lain:

1) Pendapatan dan belanja pada BLU;

2) Pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah langsung
dalam bentuk uang pada Kementerian Negara/Lembaga;

3) Pendapatan/penerimaan pembiayaan dan belanja yang bersumber
dari hibah atau pinjaman dalam/luar negeri yang oleh pihak
pemberi pinjaman dan hibah dalam/luar negeri tidak disalurkan
melalui rekening milik BUN tetapi langsung digunakan untuk
mendanai pengeluaran entitas; dan/atau

4) Pengesahan penerimaan dan pengeluaran lainnya yang menurut
ketentuan harus mendapat pengesahan dari KPPN.

. Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan

potongan.
Transaksi Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada

SPM dengan potongan meliputi:

1) Penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan yang
pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN
Daerah, misalnya SPM Belanja Pegawai yang penyaluran dana
SP2Dnya melalui BO II/Pos Pengeluaran; dan

2) Penerimaan dan pengeluaran pada SPM yang jumlah potongannya
menyebabkan jumlah yang harus dibayarkan nihil, misalnya SPM

GU Nihil.
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d. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat
atau Kuasa BUN Daerah Ilainnya tetapi mempengaruhi Neraca
UAKBUN-Daerah.

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening
Kuasa BUN Pusat atau Kuasa BUN Daerah lainnya dapat
mempengaruhi penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas UAKBUN-
Daerah tertentu, antara lain Kas di Bendahara Pengeluaran.

Contoh:

1) Transaksi pengeluaran transitoris atas SP2D UP/TUP yang
membebani rekening RPKBUN P disajikan sebagai pengeluaran
transito pada LAK UAKBUN-Pusat dan pengurang saldo Kas di
RPKBUN P pada Neraca UAKBUN-Pusat. Sedangkan Kas di
Bendahara Pengeluaran yang timbul akibat transaksi tersebut
disajikan pada Neraca UAKBUN-Daerah/KPPN yang menerbitkan
SP2D (mitra satker yang menerbitkan SPM UP/TUP).

2) Transaksi penerimaan pengembalian dana UP/TUP yang disetor
melalui MPN G2 atau bank/pos persepsi mitra KPPN lain disajikan
sebagai penerimaan transito pada LAK KPPN Penerimaan atau
KPPN lain dan penambahan saldo Kas di KPPN pada Neraca KPPN
Penerimaan atau KPPN lain. Sedangkan pengurangan atas saldo
Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan pada Neraca UAKBUN-
Daerah/KPPN yang menerbitkan SP2D (mitra satker yang
menerbitkan SPM UP/TUP).

2. Kebijakan Akuntansi

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, transaksi
penerimaan dan pengeluaran oleh UAKBUN-Daerah diakui pada saat:

a. Penerimaan kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah.

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa
BUN Daerah lain berdasarkan:

1) Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN untuk penyetoran
pendapatan/pengembalian belanja/pengembalian dana
UP/TUP/setoran lainnya melalui bank/pos persepsi mitra KPPN
sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

2) Struk setoran/dokumen lain yang dipersamakan sebagai bukti
setoran pendapatan/pengembalian belanja/pengembalian dana
UP/TUP/setoran lainnya secara elektronik melalui layanan MPN
G2, yang telah mendapatkan NTPN sebesar nilai bruto yang
tercantum dalam dokumen tersebut.

3) Nota Kredit/Rekening Koran untuk transaksi penerimaan kiriman
uang/pemindahbukuan antar rekening Kuasa BUN Daerah atau
dari rekening Kuasa BUN Pusat (misalnya kiriman uang dari
RKUN ke rekening BO II) atau dari rekening lainnya (misalnya -
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penerimaan dana retur SP2D pada BO II/BO III/Pos Pengeluaran)
sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

b. Pengeluaran kas yang melalui rekening Kuasa BUN Daerah.

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN
Daerah berdasarkan:

1) SP2D atas SPM yang pembayarannya membebani rekening Kuasa
BUN Daerah pada bank/pos mitra KPPN sebesar nilai bruto yang
tercantum dalam SPM.

2) SPT/Nota Debet/Rekening Koran untuk transaksi pengeluaran
transitoris seperti kiriman uang/pemindahbukuan/pengeluaran
transito pihak ketiga/pengeluaran transito lainnya sebesar nilai
bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

Contoh:

a). Kiriman uang/pemindahbukuan antar rekening Kuasa BUN
Daerah atau dari rekening Kuasa BUN Daerah ke rekening
Kuasa BUN Pusat (misalnya pelimpahan dana dari Bank/Pos
Persepsi ke SUBRKUN KPPN, pelimpahan dana dari SUBRKUN
KPPN ke RKUN, atau penihilan rekening BO II/Pos

Pengeluaran).

b). Pengeluaran transitoris pihak ketiga seperi penyelesaian retur
dana SP2D pada BO II/Pos Pengeluaran ke rekening penerima
sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

c. Penerimaan dan pengeluaran yang tidak melalui rekening Kuasa BUN
di Daerah tetapi menurut ketentuan perundang-undangan yang
berlaku harus mendapatkan pengesahan dari KPPN.

Penerimaan dan pengeluaran yang melalui proses pengesahan
oleh KPPN diakui pada saat:

1) Terbit SPHL atas SP2HL untuk pengesahan pendapatan dan
belanja yang berasal dari hibah langsung bentuk uang sebesar
nilai bruto yang tercantum dalam SP2HL;

2) Terbit SP3HL atas SP4HL untuk pengesahan pengembalian
pendapatan yang berasal dari hibah langsung bentuk uang
sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP4HL;

3) Terbit SP2B BLU atas SP3B BLU untuk pengesahan pendapatan
dan belanja BLU sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3B

BLU;

4) SP3 untuk pengesahan pendapatan/penerimaan pembiayaan dan
belanja yang bersumber dari hibah/pinjaman yang oleh pemberi
hibah/pinjaman dananya tidak tidak disalurkan melalui rekening
milik BUN tetapi langsung digunakan untuk mendanai pengeluaran
entitas sebesar nilai bruto yang tercantum dalam SP3.
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d. Penerimaan dan pengeluaran yang terdapat pada SPM dengan
potongan.

Penenerimaan dan pengeluaran atas SPM dengan potongan
diakui pada saat:

1) Terbit SP2D atas SPM dengan potongan yang pembayarannya
melalui rekening Kuasa BUN Daerah sebesar nilai bruto yang

tercantum dalam SPM.

2) Terbit SP2D atas SPM yang jumlah potongannya menyebabkan
jumlah yang harus dibayarkan nihil sebesar nilai bruto yang

tercantum dalam SPM.

e. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN Pusat
atau Kuasa BUN Daerah lainnya tetapi mempengaruhi Neraca
UAKBUN-Daerah.

1) Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN-
Daerah yang timbul karena pengeluaran yang melalui rekening
Kuasa BUN Pusat diakui pada saat kas keluar dari rekening Kuasa
BUN Pusat berdasarkan SP2D sebesar nilai bruto yang tercantum
dalam SPM.

Contoh:

Pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran oleh UAKBUN-Daerah
dilakukan pada saat kas keluar dari rekening Kuasa BUN Pusat
berdasarkan SP2D UP/TUP yang diterbitkan oleh KPPN atas SPM
UP/TUP yang disampaikan oleh Satker mitra kerja KPPN.

2) Pengaruh atas aset, kewajiban, atau ekuitas pada Neraca UAKBUN-
Daerah yang timbul karena penerimaan yang tidak melalui
rekening Kuasa BUN Daerah bersangkutan tetapi mempengaruhi
Neraca UAKBUN-Daerah diakui pada saat kas masuk ke rekening
Kuasa BUN Pusat/Kuasa BUN Daerah lainnya berdasarkan:

a). Bukti setor yang sudah mendapatkan NTPN atas setoran
melalui bank/pos persepsi mitra KPPN lainnya.

Contoh:

Berdasarkan SSBP setoran pengembalian dana UP/TUP melalui
bank/pos persepsi mitra KPPN lainnya yang telah mendapatkan
NTPN, UAKBUN-Daerah menyajikan penyesuaian saldo Kas di
Bendahara Pengeluaran di Neraca.

b). SP2D atas penerimaan potongan SPM yang pembayarannya
melalui rekening Kuasa BUN Pusat (RPKBUN P).

Contoh:

Berdasarkan SP2D atas SPM dengan potongan penerimaan
pengembalian dana UP/TUP yang pembayaran atas SPM
tersebut melalui rekening RPKBUN P, UAKBUN-Daerah
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menyajikan penyesuaian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran
di Neraca.

UAKBUN-Daerah  menyajikan transaksi penerimaan dan
pengeluaran di dalam LAK dan menyajikan pengaruhnya terhadap aset,
kewajiban, dan ekuitas di dalam Neraca. Apabila terdapat koreksi atas
penerimaan dan pengeluaran tersebut di atas, UAKBUN-Daerah
menyajikan dan mengungkapkan pengaruh koreksi tersebut pada
laporan keuangan.

3. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

UAKBUN-Daerah menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN-
Daerah berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas.
Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah disusun setelah dilakukan
rekonsiliasi baik rekonsiliasi internal maupun rekonsiliasi eksternal
dengan UAKPA/UAKPA BUN. Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai
ketentuan yang mengatur mengenai rekonsiliasi.

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah paling sedikit terdiri
atas:

Neraca;
LAK;
LPE; dan
CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah dapat dilampiri
dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan
ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

O TP

KPPN menyampaikan laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah
ke UAKKBUN-Kanwil sedangkan KPPN Khusus Penerimaan serta KPPN
Khusus Pinjaman dan Hibah menyampaikan laporan keuangan tingkat
UAKBUN-Daerah ke UAPBUN-AP. Penyampaian laporan keuangan
tingkat UAKBUN-Daerah ke UAKKBUN-Kanwil/UAPBUN AP dilakukan
setiap bulan, semester, dan tahunan sesuai dengan jadwal
penyampaian laporan keuangan sebagaimana diatur di dalam
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah ke
UAKKBUN-Kanwil/UAPBUN AP disertai dengan Pernyataan Tanggung
Jawab yang ditandatangani oleh Kepala KPPN.

F. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKKBUN-Kanwil

UAKKBUN-Kanwil menyusun laporan keuangan Kuasa BUN tingkat
UAKKBUN-Kanwil berdasarkan hasil pemrosesan data gabungan dan
laporan keuangan tingkat UAKBUN-Daerah di wilayah kerjanya dengan
menggunakan sistem aplikasi terintegrasi.
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Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil disusun berdasarkan
data laporan keuangan yang telah direkonsiliasi antara UAKKBUN-Kanwil
dengan UAPPA-W. Rekonsiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang
mengatur tentang tata cara rekonsiliasi.

Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil paling sedikit terdiri
atas:

1. Neraca;
2. LAK;

3. LPE; dan
4

. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil dapat dilampiri
dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini
.untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka konsolidasian, UAKKBUN-Kanwil menyampaikan
laporan keuangan ke UAPBUN AP setiap triwulan, semester, dan tahunan.
Apabila diperlukan UAPBUN AP dapat meminta UAKKBUN-Kanwil untuk
menyampaikan laporan keuangan bulanan. Penyampaian laporan bulanan
ke UAPBUN AP dapat dilakukan tanpa melalui proses rekonsiliasi.

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKKBUN-Kanwil ke
UAPBUN AP disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab yang
ditandatangani oleh Kepala Kanwil DJPBN.

G. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAKBUN-Pusat
1. Proses Akuntansi dan Penyajian Laporan Keuangan

Dalam rangka penyusunan dan penyajian LAK, Neraca, dan LPE
UAKBUN-Pusat melakukan proses akuntansi dengan menggunakan
sistem aplikasi terintegrasi atas:

a. Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang melalui rekening
Kuasa BUN Pusat.

b. Transaksi penerimaan dan pengeluaran pada SPM dengan potongan
yang pembayaran atas SPM tersebut melalui rekening Kuasa BUN

Pusat.

c. Penerimaan dan pengeluaran yang melalui rekening Kuasa BUN
Daerah tetapi mempengaruhi Neraca UAKBUN-Pusat.

Jenis transaksi penerimaan dan pengeluaran yang
diakuntansikan oleh UAKBUN-Pusat tersebut meliputi:

a. Pendapatan;
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b. Belanja;
c. Transfer ke Daerah dan Dana Desa;
d. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan;

e. Penerimaan dan pengeluaran transitoris; dan/atau

f. Pengembalian.

SPM dengan potongan yang pembayaran atas SPM tersebut
melalui rekening Kuasa BUN Pusat adalah pembayaran atas beban SPM
yang pembebanan SP2D-nya membebani Rekening BO I Pusat.
Meskipun SP2D tersebut diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN
Daerah, namun apabila pembebannya adalah pada Rekening BO 1
Pusat, maka transaksi tersebut dicatat dan disajikan dalam laporan
keuangan UAKBUN-Pusat.

Dikecualikan dari ketentuan ini adalah apabila untuk penyajian
Neraca pengaruh transaksi penerimaan dan pengeluaran tersebut di
atas terhadap Neraca harus disajikan oleh UAKBUN-Daerah seperti Kas

di Bendahara Pengeluaran.

. Kebijakan Akuntansi

Transaksi penerimaan dan pengeluaran yang diakuntansikan oleh
UAKBUN-Pusat diakui sebesar nilai bruto yang tercantum dalam
dokumen sumber pada saat:

a. Penerimaan melalui rekening Kuasa BUN Pusat

Penerimaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kuasa

BUN Pusat antara lain berdasarkan:

1) Nota Kredit/Rekening Koran/NoD/SP4HLN atas transaksi
pendapatan, pengembalian belanja, penerimaan pembiayaan, dan
pengembalian pengeluaran pembiayaan pada rekening Kuasa
BUN Pusat, sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam
dokumen sumber tersebut;

2) Nota Kredit/Rekening Koran/NoD/SP4HLN atas transaksi
penerimaan transitoris seperti penerimaan kiriman
uang/pemindahbukuan antar rekening milik BUN/penerimaan
transito pihak ketiga/penerimaan transito lainnya, sebesar nilai
bruto yang tercantum di dalam dokumen sumber tersebut.

b. Pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat

Pengeluaran diakui pada saat kas keluar di rekening Kuasa BUN
Pusat untuk transaksi belanja, transfer, pengeluaran pembiayaan,
pengeluaran transitoris, dan pengembalian antara lain berdasarkan:

1) SP2D atas SPM yang membebani Rekening Kuasa BUN Pusat
sebesar nilai bruto yang tercantum di dalam SPM. Dalam hal SPM
terdapat potongan, maka UAKBUN-Pusat mencatat secara bruto
seluruh transaksi yang terdapat pada SPM;

2) SPT/WPR/Bilyet Giro/NoD/SP4HLN/Nota Debet/Rekening Koran
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sebesar nilai bruto yang tercantum dalam dokumen tersebut.

UAKBUN-Pusat  menyajikan transaksi  penerimaan  dan
pengeluaran tersebut di atas di dalam LAK dan menyajikan
pengaruhnya terhadap aset, kewajiban, dan ekuitas di dalam Neraca.
Penyajian di Neraca UAKBUN-Pusat tidak termasuk pengaruh transaksi
penerimaan dan pengeluaran melalui rekening Kuasa BUN Pusat
terhadap Neraca UAKBUN-Daerah.

Contoh:

SP2D UP yang diterbitkan oleh KPPN akan membebani RPKBUN P.
Atas transaksi tersebut, Dit. PKN selaku UAKBUN-Pusat akan
menyajikan transaksi transitoris Pengeluaran Transito di dalam LAK dan
pengurangan saldo Kas di RPKBUN P di dalam Neraca. Namun
penyajian Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbentuk dari transaksi
tersebut tidak sajikan oleh UAKBUN-Pusat tetapi oleh KPPN penerbit

SP2D selaku UAKBUN-Daerah.

Koreksi atas penerimaan dan pengeluaran pada Kuasa BUN
Pusat, harus disajikan dan diungkapkan pengaruhnya pada laporan
keuangan UAKBUN-Pusat.

. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan

UAKBUN-Pusat menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN-
Pusat berdasarkan pemrosesan data transaksi tersebut di atas.

UAKBUN-Pusat menyusun laporan keuangan tingkat UAKBUN-
Pusat paling sedikit terdiri atas:

a. Neraca;
b. LAK;
c. LPE; dan

d. CaLK.

Laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat dapat dilampiri
dokumen-dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan
ini untuk meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka konsolidasian, UAKBUN-Pusat menyusun dan
menyampaikan laporan keuangan ke UAPBUN-AP setiap semesteran,
dan tahunan. Apabila kemudian terdapat kebutuhan akan laporan
keuangan bulanan, maka UAPBUN AP dapat meminta UAKBUN-Pusat
untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan.

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang
mengatur mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan
konsolidasian BUN.

Penyampaian laporan keuangan tingkat UAKBUN-Pusat
semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab
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yang ditandangani oleh Direktur Pengelolaan Kas Negara selaku
penanggung jawab UAKBUN-Pusat.

H. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Tingkat UAPBUN AP

UAPBUN AP menyusun laporan keuangan tingkat UAPBUN AP
berdasarkan data gabungan dan laporan keuangan UAKKBUN-Kanwil,
UAKBUN-Pusat, dan UAKBUN-Daerah (KPPN Khusus Penerimaan dan
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah) dengan menggunakan aplikasi

terintegrasi.

Laporan keuangan tingkat UAPBUN-AP disusun setelah dilakukan
rekonsiliasi. Pelaksanaan rekonsiliasi dilaksanakan sesuai ketentuan yang

mengatur mengenai rekonsiliasi.

Laporan keuangan tingkat UAPBUN AP paling sedikit terdiri atas:
Neraca;
LAK;
c. LPE; dan

CalLK.

Namun dalam hal UAKBUN-Daerah, UAKKBUN-Kanwil, dan
UAKBUN-Pusat belum dapat menyusun LPE, maka UAPBUN AP menyusun
LPE berdasarkan data yang terdapat pada aplikasi terintegrasi.

o

o

25

Laporan keuangan tingkat UAPBUN AP dapat dilampiri dokumen-
dokumen pendukung selain yang diwajibkan dalam peraturan ini untuk
meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan.

Dalam rangka konsolidasian, UAPBUN AP menyampaikan laporan
keuangan ke UABUN secara semesteran dan tahunan. Apabila terdapat
kebutuhan laporan keuangan bulanan, UABUN dapat meminta UAPBUN
AP untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan. Penyampaian
laporan keuangan bulanan dapat diakukan tanpa melalui proses

rekonsiliasi.

Penyampaian laporan keuangan dalam rangka konsolidasian
dilaksanakan sesuai dengan jadwal penyampaian laporan keuangan
sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur
mengenai tata cara penyusunan Laporan Keuangan konsolidasian BUN.

Penyampaian laporan keuangan Kuasa BUN tingkat UAPBUN-AP
semesteran dan tahunan disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab
yang ditandangani oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan selaku

penanggung jawab UAPBUN AP.
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BAB IV

ILUSTRASI JURNAL STANDAR PADA KUASA BUN

Jurnal Standar pada Kuasa BUN dilaksanakan mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Jurnal Standar Akuntansi
Pemerintah pada Pemerintah Pusat. Ilustrasi Jurnal Standar pada Kuasa BUN
meliputi: Jurnal Standar Saldo Awal, Jurnal Standar Realisasi, Jurnal Standar
Transitoris, dan Jurnal Standar Penutup.

A. Jurnal Standar Saldo Awal

Jurnal Standar Saldo Awal dilakukan pada saat penyusunan neraca
untuk pertama kali. Jurnal Standar Saldo Awal yang dicatat pada Buku
Besar Kas oleh Kuasa BUN untuk menghasilkan Neraca adalah sebagai
berikut:

Debet (D}/ .-
.s g3 Uraitan
Kredit (K}
D Kas ) 0.9.0.0.9.4
K Ekuitas FOOCX
Digunakan urtuk mencatat saldo awal pada Neraca.

B. Jurnal Standar Realisasi

Jurnal Standar Realisasi dilakukan pada saat terjadinya pendapatan,
belanja, transfer ke daerah dan dana desa, penerimaan dan pengeluaran
pembiayaan, dan pengembalian. Jurnal Standar Realisasi dicatat oleh
Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas dan Buku Besar Akrual meliputi: Jurnal
Standar Realisasi Pendapatan, Jurnal Standar Realisasi Belanja, Jurnal
Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan, dan Jurnal Standar Realisasi
Pengeluaran Pembiayaan.

1. Jurnal Standar Realisasi Pendapatan
Buku Besar Akrual/Buku Besar Kas:

De,b:e:t Dy Uraian

Kredit [}q

D Kas KOCOOCKE

K Diterima der: Entitas Lam O

Diguinakanuntuk mencatat terjadinya penenimoan kas dan
Perpojokan/ PNBE/ Hibah.
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2. Jurnal Standar Realisasi Belanja
Buku Besar Akrual/Buku Besar Kas:

Debet [:DJ,(’] i
— Uralan

D Ditagihkan ke Entitas Lain ). 6.4.9.5 84

K Kas JOOOIX

Dhigunakan untuk mencatat pemboyaron belarn/ transfer.

3. Jurnal Standar Realisasi Penerimaan Pembiayaan
Buku Besar Akrual/Buku Besar Kas:
ebe—t [D]j Uraia

Kredit [K]

D Kas HOOAK

K Diterims dari Enfitas Lam KAX
). 0.9.4

Digunokan untuk mencatat Penenmoon Pembiayoaoan Dalom Negern,
seperti Penenmaan FPiryaman Dalam Negern, penerbitan Swurmt Berhargo
Negara, dan penenmaoan penenmaan kembaoli Penerusan Fimjaman oleh

Kuasoe BUN.
Debet [D}f .
; Uraian
Kredit [K]
D Kas LSS 854
K Diterims dari Entitas Lam 20
200X

Penenmaan Pirgamaon Luar Negeri oleh Kuasa BLUN.

Digunakan untuk menoatat Penenmaan Pembinoyaan Luar Negen seperti

4. Jurnal Standar Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Buku Besar Akrual/Buku Besar Kas:

Debet [TI}/ .

Kredit (K}

D Ditagihlcan ke Entitas Lam TR

N - ooy
XX

qailan pokok Pinjaman Dalam Negen.

Digunakan wuntuk mencatal Pengeluamn Fembiayoan Lalam Negen,
seperti, perclehan investasy/ Penyerdaan Modal Negarn dan pembayarmn

www.jdih.kemenkeu. go.id&



- 42 -

Debet [D}/ Uraian

Kredit [K] |

D Ditagihkan ke Entitas Lain SOOTETE

K Kas OO

Digunakan untuk mencaint Pengeluaran Pembiayaan Luar Neger, seperti
prembaoyarar aclon poko Bigamon Luar Negeri.

C. Jurnal Standar Transitoris

Jurnal Standar Transitoris digunakan untuk mencatat transaksi
Perhitungan Fihak Ketiga, pemindahbukuan/Kiriman Uang, dan Transito
(Uang Persediaan). Jurnal Standar Transitoris dilakukan oleh Kuasa BUN,
kecuali untuk Uang Persediaan yang dilaksanakan oleh Kuasa BUN dan

satuan kerja.

1. Jurnal Standar PFK

Jurnal Standar PFK dilakukan oleh Kuasa BUN dalam Buku Besar
Kas meliputi Jurnal Standar Penerimaan PFK dan Jurnal Standar

Pengeluaran PFK.

Jurnal Standar Penerimaan PFK

Debet [D}/
Kredit (K]

Urazan

D Kas

K Penermsean PFK

XX
XX

Digunakan untuk mencatat Penenmann Perhutungan Fihak Ketige (FFE].

Jurnal Standar Pegeluaran PFK

Debsat (D}/ .

I Uraian

Kredit [K}

b Pengelusran FFK X0000CE

K Kas WX
XX

Digunakarn untuk mencatat Pengehearan Pertutungan Fihok Ketige (PFE).

2. Jurnal Standar Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Jurnal Standar Pemindahbukuan/Kiriman Uang dilakukan oleh
Kuasa BUN dalam Buku Besar Kas meliputi Jurnal Standar Penerimaan

Pemindahbukuan/Kiriman Uang dan Jurnal

Pemindahbukuan/Kiriman Uang.

Standar Pengeluaran
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Jurnal Standar Penerimaan Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Debet (D} . -
e Uraian
Kredit (K]
D Ka= KOO
X Penerimasn Pemmdshbukuan/Kiriman Uang 22X
2o
Digqunakan untuk mencatat Pemindahbukuan/ Kirnman Uang.
Jurnal Standar Pengeluaran Pemindahbukuan/Kiriman Uang
© E [ ,_}.f Uratan|
Kredst [K}
D Pengelusran X
Pemmdahbukuan/Keinan Uang
K Kas KOO0
Digunakan untuk menoatat Pengeluaran Pemindohbukuan/Kinman
Uang.

3. Jurnal Standar Penerimaan Transito (Uang Persediaan)

Dalam rangka penyusunan LAK dan Neraca, Kuasa BUN membuat
Jurnal Standar Penerimaan/Pengeluaran Transito dalam Buku Besar

Kas.

Jurnal Standar Penerimaan Transito

Debet (D}/ o
L, Uraian
Kredit (K]
D Kas OO
K Penerimsan Transito XOOXX

Digunakan untuk mencatat Penerimaan Transtto berupa pengembalion Uang
Persediaarn

Jurnal Standar Pengeluaran Transito

De‘be.t (D} / Uraian

Kredit (K}

D Pengeluaran Transito 2OCEXX

K Kas 2OXXXX
Digunakan untuk mencatat Pengeluaran Transita berupa penyesdiaan Uang
Persediaar.
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D. Jurnal Standar Pengembalian

Jurnal Standar Pengembalian dilakukan pada saat terjadinya
pengembalian pendapatan, belanja, penerimaan pembiayaan, dan
pengeluaran pembiayaan.

Jurnal Standar Pengembalian terdiri dari Jurnal Standar
Pengembalian Pendapatan, Jurnal Standar Pengembalian Belanja, dan
Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan. Untuk setiap pengembalian
tersebut, dibedakan atas pengembalian atas transaksi tahun anggaran
berjalan dan pengembalian atas transaksi tahun anggaran sebelumnya.
Jurnal Standar Pengembalian dicatat dalam Buku Besar Akrual dan Buku
Besar Kas.

1. Jurnal Standar Pengembalian Pendapatan
a. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan
Buku Besar Akrual:

Debet (D} / e
o Uraian
Kredit (K)
D Diterima dari Entitas Lain OOXKX
K Kas P 8.0.9.0.0.4
Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun berjalan

Buku Besar Kas:

Debet [D)/ :
: Uraian
Kredit (K]
b Pendapatan KHXXXX
K Kas 20008
Digunakan untuk mencatat pengembaliian atas pendapatan tahun berjalan

b. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

Buku Besar Akrual:
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Debet (D} ;
. . Uraian
Kredit [Kj
D Daterima dan Entitas Lain XXCOCK
K Kas PO 60004

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran
sebelumnya yang bersifat sistematik/berulang, seperti pengembalian

pendapatan perpajakar

Debet D}/

L [ F]'f Uraian

Kredit (K}

D Eluitss b &85 884

K Kas b 065684
Digunakan untik menontat pengembalion afas pendoapatoan tohun
anggarn sebelumnya yang tidak bersifat sistematik/ tidak berudang.

Buku Besar Kas:

Debet (D} : .
. Uraian
Kredit (K}
D Pendapatan D 6:4.6.4.6.¢
K Kas ).9.6,6.6,0,4

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas pendapatan tahun anggaran
sebelumnya yang bersifat sistematik/berulang,

seperti pengembalian

pendapatan perpajokan.
Debet (D)
e e}: [D],a‘ Uraia
Kyedst [K}
D SILPA KOCTOXK,
K Kas ) 0.5.8.8 6.4
Digunokan wntuk mencatot pengembalion atas pendapaton iochun
anggaran sebelumnya yoang tidak bersifat sistematik/ tidak berudang.

2. Jurnal Standar Pengembalian Belanja

a. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

Buku Besar Akrual;

www.jdih.kemenkeu.go.idt/l



- 46 -

Debet (Dj)/ .
v Uraian

Kredit (K}

D Kas

K Ditagihkan kepada Entitas Lain ) 0.0.0,0.4.¢

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun
anggararn berjalan

Buku Besar Kas:

Debet (Dj/ L.
) Uratan
Kredit {K)
D Kas
K Belanja/Tranfer ). 6.6.6.0.9 ¢

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun

anggaran benalan

b. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya
Buku Besar Akrual:

| Debet (D) / » i
' .. Urasan
Kredit [Kj
D Kas
K Diterima dari Entitas Lain XK

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belamja/Transfer tahun
anggaran sebelumnya :

Buku Besar Kas:

Debet (D} / ;
. Uraian
Kredit (K}
D Kas
K Pendapatan Lain-lain 0. 9.0.6.4.4

anggaran sebelumnya

Digunakan untuk mencatat pengembalian atas Belanja/Transfer tahun

3. Jurnal Standar Pengembalian Pembiayaan

a. Pengembalian Tahun Anggaran Berjalan

1) Pengembalian Penerimaan Pembiayaan
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Buku Besar Akrual:

Debet (D) / e
Kredit (K] raiasn

D Diterima dari Entitas Lain ).9.6.9.9.9.4

K Kas XXXXXX

Pembiayaan

tahun anggaran berjalan

Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksiy atas Psnermmaan

Buku Besar Kas:

Debet (Dj/ .
: ' Uraian

Kredit (Kj

D Penerimaan Pembiayasn . 8.8.0.4.9.¢

K Kas KOKXXX

Digunakan untuk mencatat pengembalian (koreksl atas Penerimaan

Pembiayaan tahun anggaran berjalan

2) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Buku Besar Akrual:

Debet (D)) .
v . Uraian

Kredit (K}

D Kas XOCHKX

K Pengeluaran Pembiayaan )8, 8.6,¢.¢.¢

Pembiayaan tahun anggaran berjalan

Digunakan wntuk mencatat pengembalion (koreksi) atas Pengeluaran

Buku Besar Kas:

Debet [D)/ o
X Uraian
Kredit (K}
D Kas ).9.9.9.9.0.4
K Ditagihkan kepada Entitas Lain D 9,9.9,0.9.¢

Pembiayaan tahun anggaran berjalan

Digunakan untuk mencatat pengembalian ({kaoreksi) atas Pengeluaran

b. Pengembalian Tahun Anggaran Sebelumnya

1) Pengembalian Penerimaan Pembiayaan
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Debet (D}/ .
i Uraian
Kredit (K}
D Ekuitas ),9.0.6.4.0.4
K Kas p.8.0.9.9.0.4

Digunakan untuk mencatat pengembalian (korsksy atas Fenerimaan
Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya

Buku Besar Kas:

Debet [Dj/ .
i Uraian
Kredit (K)
D SiLPA p,0.0.9.9.9.4
K Kas X

Digunakan untuk mencatat pengembalian (kareksy atas Penermmaan

Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya

2) Pengembalian Pengeluaran Pembiayaan

Buku Besar Akrual:

Debet (D}/ ]
. Uraian

Kredit (K} -

D Kas XXX

K Ekuitas XXKXOXX

Digunakan untuk mencatat pengembalian (korsksi atas Pengeluaran
Pembiayaan tahun anggaran sebelumnya

Buku Besar Kas:

Debje_? (L Uraian

Kredit K} F

5] Kas S ET S
X SiLPA

Pembiaynan tahun anggamn sebelumnya

Lhgunakan untuk mencatot pengembalan (koreksil atos Pengelucran

E. Jurnal Standar Penutup

1. Jurnal Penutup Transaksi Transitoris

Jurnal Standar Penutup Transaksi Transitoris dilakukan oleh Kuasa

BUN.
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Debet
D)/
Kredit
(Ky

Uraian

D Penernimaan PFK KXXXXX

K Pengeluaran PFK KXXXXX

K Utang PFK ZOOXXX

Digunakan untuk mencatat penutupan Penerimaan PFK dan Pengeluaran
PFK menjadi Utang PFK. Utang PFK disajikan pada Neraca unit akuntansi
Transaksi Khusus dan sebagal pembanding pada Kuasa BUN Daerch yang
mernjadi nutra kerja unit akuntansi Transaksi Khusus Pengelota Utang PFK.

Debet [D)/ .-
. Uradan
Kredit [K}
D Penerimaan Transito KXXXXX
D/K Uang Persediaan XAXXXX
K Pengeluaran Transito KAXKXX

Digunakan wuntuk mencatat penutupan Penermmaan Transtto dan
Pengeluaran Transtto menjadi Uang Persediaan. Dalam hal Penenvnaan
Transito lebth besar dart Pengeluaran Transito, maka terjadi
pengurangan Uang Persediaan {Kredit). Dalam hal Penerimaan Transito
febith kecl dart Pengeluaran Transito, maka terjadi penambahan Uang
Persediaan [Debet).

Debet (D) / e -
. Uraian
Kredit (K)
D Penerimaan AKX
Pemindahbulkuan /Kiriman Uang
D Kas dalam Transito AKX
K Pengeluaran KOO
Pemindahbukuan/Kiriman Uang

Digunakan untuk menecatat penutupan Penermmaan Pemindahbukuan/
Kiriman Uang dan Pengsluaran Pemindahbukuan/Kiiman Uang menjadi
Kas dalam Transtto.
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BAB V
LAPORAN KEUANGAN KUASA BUN

A. Laporan Keuangan Bertujuan Umum

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang
relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode
pelaporan. Setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan mempunyai
kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
yang dapat dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan
terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentiangan
akuntabilitas, manajemen, transparansi, dan keseimbangan antar generasi.

Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan
umum pelaporan keuangan, bukan untuk memenuhi kebutuhan khusus
pemakainya. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang
dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar
pengguna laporan. Dalam rangka pelaporan keuangan Kuasa BUN, disusun
suatu sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Kuasa BUN dengan
mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 serta Sistem Akuntansi
Pemerintah Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 213/PMK.05/2013 berupa Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pusat (SiAP).

Disisi lain, terdapat kebutuhan akan informasi tambahan yang
bersifat manajerial atau informasinya hanya berguna kepada pihak-pihak
tertentu. Informasi tambahan tersebut dapat berupa lampiran, daftar, atau
dokumen tertentu yang dibutuhkan oleh entitas diatasnya. Tambahan
informasi  tersebut dimanfaatkan oleh entitas diatasnya dalam
penyusunan/penggabungan dan penyajian laporan keuangan yang
berkualitas serta pengambilan keputusan.

B. Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kuasa BUN meliputi laporan keuangan untuk
tujuan pertanggungjawaban Kuasa BUN dan laporan untuk tujuan
manajerial. Laporan keuangan Kuasa BUN terdiri dari:

1. Laporan Keuangan Kuasa BUN yang disusun dan disajikan dalam
rangka memenuhi tujuan  pertanggungjawaban  Kuasa  BUN
(accountability report) terdiri dari:

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Perubahan Ekuitas; dan
Catatan atas Laporan Keuangan.

a0 ow
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2. Laporan Kuasa BUN yang disusun dan disajikan dalam rangka
memenuhi kebutuhan manajerial (managerial report) antara lain terdiri
dari:

Laporan Realisasi Anggaran;

Laporan Operasional,;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca (buku besar akrual);

Laporan Kas Posisi; dan

Laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kuasa BUN ditandatangani oleh setiap

penanggung jawab unit akuntansi dan pelaporan, sekaligus memberikan

penegasan ruang lingkup kewajiban dan tanggung jawabnya dalam
penyajian Laporan Keuangan Kuasa BUN yang dituangkan ke dalam bentuk

“Pernyataan Tanggung Jawab”. Pernyataan tanggung jawab laporan

keuangan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dalam penyampaian

Laporan Keuangan Kuasa BUN.

S a0 T

Sistematika penyajian laporan keuangan Kuasa BUN adalah sebagai
berikut:

1. Laporan Arus Kas

LAK menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar berdasarkan
aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas
transitoris yang melalui/dari rekening milik BUN, potongan SPM, dan
yang tidak melalui rekening milik BUN tetapi menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku harus mendapatkan pengesahan dari
Kuasa BUN.

2. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE merupakan laporan keuangan yang yang menyajikan
informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan
dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan pengaruh dari transaksi penerimaan dan
pengeluaran kas, potongan SPM, dan pengesahan terhadap posisi aset,
kewajiban, dan ekuitas pada tanggal pelaporan.

4. Catatan Atas Laporan Keuangan

CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci
atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LAK dan Neraca
dalam rangka pengungkapan yang memadai. CaLK juga menyajikan
informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi
Pemerintahan serta pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk
penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Struktur Catatan atas Laporan Keuangan terdiri dari:
1. Gambaran Umum Entitas

a. Dasar Hukum (Entitas)
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Menjelaskan tentang domisili dan bentuk hukum suatu entitas
serta jurisdiksi tempat entitas tersebut berada. Disamping itu, juga
diungkapkan penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan
kegiatan pokoknya.

b. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Menjelaskan proses dan sistem akuntansi yang digunakan dalam
penyusunan laporan keuangan entitas.

c. Kebijakan Akuntansi

Menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh
entitas dan metode-metode penerapannya yang secara material
mempengaruhi penyajian Neraca, LAK, dan LPE. Pengungkapan
juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang
diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

2. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Penjelasan atas Neraca disajikan untuk pos aset, kewajiban,
dan ekuitas dengan struktur sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
b. Rincian lebih lanjut atas masing-masing akun-akun neraca,;

c. Penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode
yang lalu;

d. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar kuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
3. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Arus Kas

Penjelasan atas Laporan Arus Kas disajikan sebagai berikut:

a. Perbandingan dengan periode yang lalu;

b. Rincian lebih lanjut atas masing-masing pos Laporan Arus Kas:
1) Arus Kas dari Aktivitas Operasi;
2) Arus Kas dari Aktivitas Investasi;
3) Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan; dan
4) Arus Kas dari Aktivitas Transitoris,

c. Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan
Standar akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam
lembar muka laporan keuangan; dan

d. Penjelasan atas hal-hal penting yang diperlukan.
4. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas disajikan sebagai
berikut:
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a. Perbandingan dengan periode yang lalu;
b. Rincian atas masing-masing pos Laporan Perubahan Ekuitas:
1) Ekuitas awal;

2) Koreksi-koreksi yang langsung menambah /mengurangi ekuitas;
3) Transaksi antar entitas; dan
4) Ekuitas Akhir.

c. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.

5. Pengungkapan Penting Lainnya

Catatan atas Laporan Keuangan juga harus mengungkapkan
informasi yang bila tidak diungkapkan akan menyesatkan bagi
pembaca laporan. Catatan atas Laporan Keuangan harus
mengungkapkan kejadian kejadian penting selama tahun pelaporan,

seperti:
a. Kejadian-kejadian penting setelah tanggal neraca; dan

b. Pengungkapan lain-lain.

6. Lampiran dan Daftar

Menyajikan informasi yang berisi rincian atas angka-angka
yang disajikan pada Neraca, LAK, dan LPE serta pengungkapan
lainnya dalam rangka penyajian yang wajar.
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CONTOH FORMAT NERACA KUASA BUN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL : .......

NERACA TINGKAT ....

oo

PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0

langgal
Halaman
KPPN: ...... (Dalam Ruplah)
URAIAN 20X1 20x0
ASET
ASET LANCAR
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Rupiah XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
Rekening Kas BUN di Bank Indonesia Dalam Valas XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Rekening Pemerintah Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Rekening Kas di KPPN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Kas dalam Transito XXX XXX XXX KXKXXXXXX
Kas di Bendahara Pengeluaran XXX XXX XXX KXNXXX. XXX
Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga XXX XXX XXX XXXXXX. XXX
Kas pada Badan Layanan Umum XXX XXX XXX XXXXXX. XXX
Investasi Jangka Pendek XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Uang Muka dari Rekening BUN XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Aset Lancar XXX XXX XXX XXX XXX XXX
ASET LAINNYA
Dana yang Dibatasi Penggunaannya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek XXX XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN XXX XXX XXX XXX X, XXX
EKUITAS
Ekuitas XXX XXX XXX XXX XXX XXX
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA XXX XXX XXX| XXX XXX, XXX

V4
www.jdih.kemenkeu. go.ig




-55-

D. CONTOH FORMAT LAPORAN ARUS KAS KUASA BUN

KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KANWIL : -
LAPORAN ARUS KAS TINGKAT ...
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0
Tanggal -
KPPN : Halaman :
(Dalam Rupiahy)
URAIAN 20X1 20X0
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk
Pendapatan Negara Dan Hibah XXX XXXXXX.XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Perpa jakan XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX, XXX
Penerimaan Pajak Dalam Negeri KAXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional XXX XK. XK XXX XK XXX XK XXX
Penerimaan Negara Bukan Pajak HXKXXK XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Sumber Daya Alam XXX XXX XXX.XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Bagian Laba Bumn - XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan PNBP Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Penerimaan Badan Layanan Umum KRXXXK XXX XXX XX XXX XXX XXX
Penerimaan Hibah XXXXXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
Penerimaan Hibah Dalam Negeri Dan Luar Negeri. XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Arus Kas Masuk XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Arus Kas Keluar XXX XXX XXX XXX XX XXX XXX XXX
Pembayaran Pegawai XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX.XXX
Pembayaran Barang XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Kewajiban Utang XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Subsidi XXX XXX XXX XXX KX XXX XXX XXX
Pembayaran Hibah KXXXXKXXXKXXX XXKXXXKXKK XXX
Pembayaran Bantuan Sosial XXX XXX XXX XXX XXXXXX XXX XXX
Pembayaran Lain-Lain XX XXX XKX. XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Dana Bagi Hasil XXX XXX XXK XXX KX XA XXX XXX
Pembayaran Dana Alokasi Umum XXX XXXXXXXXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Dana Alokasi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Dana Otonomi Khusus XXX XXX XXX XXX XXX XXX XX XXX
Pembayaran Dana Penyesuaian XXX XXXXXX. XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pembayaran Dana Desa. XXX XXX XK XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Arus Kas Keluar XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi XXX XXX XXX XXX | XXX XXX XXX XXX
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
 Arus Kas Masuk
Pendapatan Penjualan atas Tanah XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Penjualan atas Peralatan dan Mesin XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Penjualan Gedung dan Bangunan XXX XXX XXKXXXX XXX XXXXXX XXX
Pendapatan Penjualan Jalan, Irgasi, dan Jaringan XXX XXX XXX XXX KXXXXX XXX XXX
Pendapatan Penjuslan Aset Tetap Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Penjualan Aset Lainnya XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan dari Divestasi XXX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Pendapatan Penjualan Investasi Non Permanen XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Jumlah Arus Kas Masuk XXX XXX XXX XXX XXX XXX.XXX. XXX
Arus Kas Keluar XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Perolehan Tansh XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX
Perolehan Peralatan Dan Mesin XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX, XXX
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Perakhan Gedung Dan Bangunan

XXXXXX KXXXXX

AN NXNXXN. XXX

Perakhan Jalan, ligasd Dan Jaringin

XXXXXX, XXX XXX

KXXNXX XXX XXX

Perakhan Aset Totap Lainnya

NEX XXX XN XXX

XEX XXX XXX XXX

Perakehan Aset Lainrya

XXX XXX KXX XXX

XXX XXX XXX XXX

Perokhan Modal Badan Layaenan Umiam (BLLY

KEXXXKXKXXXXN

AN NN XXX XXX

Pengehaaran Penyertaan Modal Negara

XXX XK XXX

ROUK XN, XX

Pengebraran Pembselion bvestasi Memerintah

KL XN XXX XXX

AU KN XN X

Jumiah Arus Kes Keliar

RN XXX XX XXX

EXXXXXXXN XXX

Arus Has Beralh Darf Aktivitas lavestsi 0000 IO | 200X 200 20200 X 00
Arus Has Dari Aktivitas Pendansan
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pemblavaan Dalam Negerd XNNXEX XN XXX EXXNXXXEN XXX
NN XXX XXX XNK KX XN XN

Penerimann Pembiayian Luar Negeri

Penerimain Cicilan Pengembalion Peperosan Paifaman

AN XXX, XXE XXX

EXXXXX XXX, XXX

Penorimaan Pembiayaan Lain-Lain

RXN XEAX XXX XXX

RXX XXX XXX, XXX

Jumiah Aros Kas Masuk

XXX XXX KK XXX

RN KNX NXN XX

Arus Kas Keliar

Pengelaaran Pembiayaan Dalam Nepeni

OO XK XXX

AOOCNMOINEN KN

Fenpeharan Pembiayasn Luar Negeri

XX XXX XXX XXX

XXX XXX XXN. XXX

RII/RPD

NN XXX XXK XN

XXX XXNXXEX.XNN

Jumibah Arus Kas Keloar

XX XXX XXX XXX

RAXEEXE XXX XX

Arus Kas Bersih Dari Aktivitss Pandanaan

IO XX X XK X, XX

XX XX X XXX XK

Arus Mas Dari Aktivitas Transitorls

Arus Kas Masuk

Penerimaan Not Anggaran

KNX XXX XXX XXX

XNXK KR NN

Penerimaan Non Anggnran Pk

XXX NXX XXZXNX

HOOX XX XXX, XXX

Penermmaan Transita

KX XN XXX XXX

RXEXXXXXX.XNX

Penerimaan Nan Anggaran Pibak Ketiga

XXX XXX XNX XXX

XXX EXXXENXNX

Penerimaan Kiriman Uang Antar Rekening Bank

XXX XX XXNXXN

JOUK KX XN X0

Jumiah Aros Kas Masuk

XX XK XXX XXX

KUK RXXXKNXXX

Arus Kax Keluar

Pengelinaran Non Anpgaran

XNXXXNXXXXXX

EXXXXXXXX, XXX

Penpehiaran Non Anggaran PFK

BXXN XXX KNKEXE

XXX RXN XRX, KXY

Penge aran Transito

XXX XXX XNKXXX

N KM XX NN

Pengehiaran Non Anggaran Pihak Ketiga EXRXRIN.XXKEXX RO RN XN A0
Pengeliaran Kiriman Uang Antar Rekening Bank KANNKN XXX XXX SAOCKAOCNRN XX

Jumbsh Aros Kas Kelusr OO 2000 XX XXX JO0N RO XA XX
ARUS KA BERSIH DARI AKTIVITAR TRANSITORLS FOCICE IO IO | 202 200K 206 XXX
KENAIKAN (PENURUNAN] KAS SEBELUM KOREKE PEMBEUKUAN XXX XXX XXX XXX XXX XXX X X0 X XX |
HOREKEI BILPA XIOCXX X XXX IO | 300 X036 300 X X §
KOREKS! BAL 20200 0K XOO0 ] 200 2K 200¢ X020, X XK
PENYESUAIAN ATAS SELISIN KURS O XXX XXX XK XXX 200 X XXX
PENDAPATAN BELUM TERIDENTIFIKASL XIOCKKK XXX I006] 20022000 X300 X XK
HOREKEI EKVITAS DANA CADANGAN OO XK | 2002 2000 XXX XXX
AKUMULARI KOREKE] PEMBUKU AN f oo dBetBicdiesBesdssddsd
HENAIKAN (PENURUNAN] KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN K200 00T XX X0 | 0K 3, 300 I 300 330K
BALDO AWAL KAS KIOCAX X XXX KK | 2002 X0 K300 X XX |
SALDO AKHIR KAS I XX LXK IO XXX XIOC IO X XX,
SALDO AKHIR KAR BLU WO IX IO X0 | 20X 200K X 20 X XX
BALDO AKHIR KAS LAINNTA DI KL X O3 00X XX XK XXX XXX |
HALDO AKHIR SETARA KAN XXX XXX XX KOO0 X200 X XX
BALDO AKHIR KAB KPPN XX XX XXX XXX 00 2000 X200 X XX |
BALDO AKHIR KAS BUN XA IOOC 00K | 200, 200 XXX X XX
BALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYA XX XXX O XXX | XX XXX XX XXX
BALDO AXHIR KAB TRANSITORIS RO XA IOCH XXX | X0 2020 X XX
BALDO AKHIR ASET LAINNYA {KAB REXENING EECROW) XXX XXX XXX XXXK| XXX XXX XXX XXX
KAS DALAM TRANSITO IO IO XK | 2200 XX 2K X |
O XXX IO | X 3006 X 0K X XX |

KAS DI BEADAHARA PENGELUARAN
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E. CONTOH FORMAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KUASA BUN

KEMENTE RIAN KEUANGAN RI
DIRE KTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANWIL : -

LAPORAN PERUBAHAN E KUITAS TINGKAT ...
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DE NGAN 31 DESE MBER 20X 1 DAN 20X0

Tangsal
KPPFN : Halaman
{(Dalam Rupiah]
URAIAN 20X1 20X0

A. EKUITAS AWAL SO XX IO XXX 20O XXXK

to

. SURPLUS/DEFISIT-LO
C. KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG KXKIOOL KKK 3OO KK XK
MENAMBAH/ME NGURANGI EKUITAS (1+2+3+4+5)
1. Koreksi Nilai Persediaan '
2. Koreksi Nilai Fiutang
3. Revalnasi Aset BUMN
4. Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi
5. Lain-lain IO XOOICEK| XOOL KKK XX

D. TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

E. EKUITAS AKHIR (A+C+D)
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F. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB LAPORAN
KEUANGAN KUASA BUN

1. Tingkat UAKBUN-Daerah/KPPN

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan KPPN <nama KPPN>, selaku
UAKBUN-Daerah yang terdiri dari (a) Neraca (bj Laporan Arus Kas
{c) Laporan Perubahan Ekuitas dan (d] Catatan atas Laporan
Keuangan Periode <Bulen .../ Semester .... /Tahun Anggaran...>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untik menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan hal yang Khusus dalam penyusunan
laporan keuangan>

Laporan keunangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadal dan isinya telah
menyajikan informnasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesual dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta,
Kepala KPPN ..... .
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2. Tingkat UAKKBUN-Kanwil

-

Pernyataan Tanggung Jawab

Penggabungan Laporan Keuangan gabungan seluruh
UAKBUN-Daerah tingkat Wilayah linglcup <nama Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaar> yang kami susun selaku UAKKBUN-
Kanwil yang terdin dani {[a] Neraca [b] Laporan Aras Kas (c]
Laporan Perubahan Ekuitas dan (d] Catatan atas Laporan
Keuangan Perniode <Trmwudan ... [Semester .... [/Tahun
Anggaran. .. > sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kao,
sedangkan subtansi Laporan Keuangan ini merupakan
tanggungjawab UAKBUN-Daersh.

=Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan proses penggabungan laporan keuangan
dan dalam penyusunan laporan keuangan, nusalnya jumiah
UAKBUN-D yang mengoim dan tdak mengmim laporan keuangan
sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan>

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarts,
Kepala Kanwil ......,
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3. Tingkat Kuasa BUN-PUSAT

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Pengelolaan Kas Negara
selaku JAKBUN-Pusat yang terdiri dari {a) Neraca (b) Laporan
Arus Kas (¢] Laporan Perubahan Ekuitas dan (d] Catatan atas
Laporan Keuangan Periode <Semester .... /Tahun Anggaran...>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan - untuk menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan
laporan. keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah
menyajikan  informasi pelaksanaan anggaran dan posisi
keuangan secara layak sesual dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Jakarta,
Direlktur PKN,
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4. Tingkat UAPBUN-AP

Pernyataan Tanggung Jawab

Isi Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
selaku UAPBUN-AP yang terdiri dari (a) Neraca (b) Laporan Arus
Kas {c] Laporan Perubahan Ekuitas dan {(d] Catatan atas Laporan
Keuangan  Periode <Semester ... /Tahun  Anggaran...>
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

<Paragraph penjelasan — untuk menjelaskan hal yang periu
dijelaskan terkait dengan hal yang khusus dalam penyusunan
laporan keuangan>

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan
sistem pengendalian interm yang memadai dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi kenangan
secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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BAB VI
PENUTUP

Modul Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat disusun sebagai
pedoman dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan dan laporan
manajerial Kuasa BUN sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Penyusunan modul ini sebagai upaya untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan Keuangan Negara.

Diharapkan dengan tersusunnya modul ini penyusunan dan penyajian
laporan keuangan Kuasa BUN dapat dilakukan secara sistematis dan
terstruktur sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat,
andal, dan tepat waktu dalam rangka pertanggungjawaban Kuasa BUN
maupun pengambilan keputusan.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
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